KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Uji Materi UU MD3: Penguatan DPR Hasil Kesepakatan Bersama Pemerintah
: Kamis, 12 April 2018

: Kompas
2

UJI MATERI UU MD3

Penguatan DPR Hasil Kesepakatan Bersama Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS = Penguatan
Dewan Perwakilan Rakyat me-
lalui sejumlah norma dan gturan
i dalam Undang-Undang No-

jelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, De-
wan Perwakilan Daerah, dan De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah
merupakan hasil kesepakatan
bersama antara pemerintah dan
DPR sebagai pembentuk ‘U,
Kendati demikian, pemerintah
membuka diri terhadap masukan
dan saran dari magyarakat untuk

penyempurnaan UU tersebut pa-

da masa datang,

Pemerintah menyadari pertu-
nya revisi UU MD3, antara lain,
untuk penambehan kursi pim-
pinan MPR dan DPR, penguatan
alat Kelengkapan Dewan atau
Mehkamzh Kehormatan Dewan

(MKD); serta penambahan tugss.

legislasi. ~ Poin-poin ~ tersebut
menjadi materi Htanw (alam

- pembahasan iU MDS terbary.
mor 2 Tahun 2018 tentang Ma-

Keterangan' itu- disampaikan
perwakilan pemerintah, ~ yakni

- Direktur Lifigasi Direktorat Jen-

deral Peraturan’ Perundang-un-
dangan  Kementerian  Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nink
Hariwanti, Rabu (11/4), & Jakar-
ta, dalam sidang wji materi UU
MD3 di Mahkamah Konstitusi,

Dari pihak DPR, keterangan di-

sampatkan oleh anggota Komii
[ DPR, Atteria Dahlen. ¢ -
Dalam sidang yang dipimpin
oleh Waki] Ketua MK Aswanto,
kemarin, pemerintah dan DPR
diberi kesempatan untuk mem-

berikan keterangan atas permo- -
- honan uji materi yang dilakukan

oleh empat pihak dalam perkara

yang betbeda,

 Pernyataan resmi pemerintah
ini mengal&url polemik yang ber-
kembang ‘beberapa waktu ter-
akhir yang menyebutkan Deme-
rintah tidak menyefum or-
ma-norma & dalam U0MD3,

Sebelumnya, Presiden Joko Wi-

dodo fidak bersedia. menanda-
tengan draf UU'MDS yang telah
disetujui dalam Rapat Paripurna
DPR. Namun, Pasal 20 Ayat (5)
UUD 1945 menegaskan, UU yang
telah disetujui,bersama dengan
DPR dan tidak dltandatangam

Presiden dalam waktuf30 hari

secara otomatis berlaku sebagai
.

Para. pemohon mempersol-

 kan sejumlah pasal, di antaranya
Pasal 73 Ayat (1) tentang pe-

manggilan paksa dan. sandera,
Pagal 122 Huruf 1 tentang peng-

hinaan dan perendahan martabat
anggota’ DPR, serta Pasal 245
Ayat (1) tentang hak imunitas
anggota DPR. Para pemohon me-
nilai pasal-pasal tersebut tidak
demokratis lantaran berpotensi
mengkriminalisasi rakyat,

"Pembahasan mengenai UU
MD3 tersebut diharapkan bisa
memperkuat hubusgan antara
legislatif dan eksekutif” kata
Ninik.

Sementara itu, Arteria Dahlan
menyebutkan, . para  pemohon
tidak memiliki kedudukan hu-
kum atau legal standing karena
mereka tidak mengalami keru-
gian konstitusional dengan ber-
lakunya UU tersebut, Pemohon
dinilai sekadar khawatir dan
menduga-duga dampek burk
dari berlakunya UU tersebut,
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